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BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR :"TAHUN2O21,

TENTANG

KEWAJIBAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SEI,ATAN, ]

: a. bahwa dalam rangka untuk memberikan rasa aman,
ketenangan beke{a dan b.;";h;; meningkatkan
produktivitas kerja serta p"rri"Jr"g"r, dasar dan
$es9j 3!!eraan tgnaga kerj a dilaksanakan "rrogram 

Jaminan
sosial Ketenapakedaan di rabupaten Barito selatan;

serta optimalisasi
ketenagakerjaan

a, perlu mengatur
Bupati;

Menimbang

Mengingat

b. bahwa den"ie&*tivi s, dan akuntabilitas
pelaksanaan. pro$r jaminan sosial
sebagaimana' dimaksud . huruf
pelaksanaannya dengan peraturan

c. ba!w,a, untuk melaksanakan Instruksi presiden Nomor 2
fahln 2o2!,:"'t a optimalisasi pelaksanaan program
Jaminan sosial.. Ketenagakerjaan guna meningkit"r,
kesejahteraan ***y*r"r.at agrrgan mlmberikan kepastian
perlildung.n -program Jaminan Sosiar Ketenagaterjaan
kepada seluruh tenaga,kerja di Kabupaten Barito Selatin;

d. bahwa'berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a,huruf b dan huruf c, lerlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan program
Jaminan sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten B"arito
Selatan.

: 1. undang-undang Nomor 2z Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun tgss tentang
Perpanjangarl pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor T2 Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1g20);2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2oog tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2ao3 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4229);



3. undang-undang Nomor 4o rahun 2oo4 tentang sistemJaminan sosiar Nasionar (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa16);

4. undang-undang Nomor 24 Tahun 2oll tentang Badan
Penyelenggara Jaminan sosial {Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2olt Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. undang-undang Nomor 6 Tahun zau tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679j;

6. undang-undang Nomor 2s Tahun 2ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubff
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan l,em]baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5sg7) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir d,engan und,ang -
undang Nomor 9 Tahun Zals lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o1s Nomor sg, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);

7. undang-uld*g Nomor 2 Tahun 2i;o1z tentang Jasa
Konstruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
?o!r fopor 11, rambafran ;;b;; N.grr" Republik
Indonesia Nomor 6O 18) ;8. undang-undang Nomor 11 Tahun 2o2o tentang cipta Ke4'a
(Lemb.arar1. Negara,'Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor
245, , Tam.bahan rcmuaran Negara Republik Indonesia

9. Peraturan,P.emerintah',,Nomor g6 Tahun 2olg tentang Tata
!ala, Pengenaan . s4nksi eami"i"i."=1-r<Lp"a" pemberi
kerja, Pekerja, dan'', penerirna Bantuan ruran dalam
I""yg?lggaran., Ja nan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia: Tahun ,2013 Nomor 23g, TambaJran
Lemlaran Negara Republik_ Indonesia Sag 1 ) ;

10. Pera'turan 'P€merintah Nomor 43 Tahun 2ot4 tentang
Peraturan Pelaksanaaq undang-undang Nomor 6 Tahun
2Ot4 t rtat g,Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol4 Nomor r2g, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor ss3g) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan pemerintah Nomor 4T Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomorl57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor STlT);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dai
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol5 Nomor ls4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia ST M);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan pensiun (t embarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2ols Nomor 15s,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor ST A);

13. Peraturan Pemerintah Nomor lz rahun zolg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2olg Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 201s rentang
Penyeienggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor sr14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor g2
Tahun 2aL9 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan program
Jaminan Kecelakaan Keqia dan Jaminan Kematian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2olg Nomor
23L Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6a27);

15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun z}ls
Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2OLg Nomor 253);

tentang
Negara

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2a2l
tentang Tata cara Penyelenggaraan program Jaminan
Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari
Tua {Berita Negala Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
2a7l;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o rahun 201s
tentang Pembentukan prodJk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20A6)
sebagaimana te-lah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam'Negeri.'Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2015.tentang'.' Pem'bentukan Program Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2otg
tentang Tata. cara ,pengJnaari dan p.n""outun sanksi
Administratif.Tidak,rMendapat Pelayanan publik Tertentu
Bagi P.emberi' K*rja Selain- penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20lS-Nomo. SOSI; 

'

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2o rahun 201g
tentang .. P.engelolaq.n Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2A1g Nomor 61 1);

2o.Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor T
Tahun 2O2O tentang Pembentukan program Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito selatan
Tahun 2O2O Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI
KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I
KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

Da1am Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.



2- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Penyelenggara Jaminan sosiar Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disingkat BpJS Ketenagakerjaan adalah
Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Hari T\ra, Jaminan pensiun dan Jaminan
Kematian dan Jaminan Kehilangan pekerjaan

6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat
JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau
pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta
megalami kecelakaan kerja atau penyakit yang
disebabkaq oleh lingkungan kerja.

7. Jaminan Kematian yang sel*rg'rrtrry" disebut JKM adalah
manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris
ketika peserta meninggal dunia bukan ,kib"t kecelakaan
kerja.,

8. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah
manfaat uang'tuhai yang dibayarkan sekaligus pada saat
peserta rnemasuki,,uqia pensiun, meninggal dunia, atau
mengalami',cacat total tetap.

9. Jaminan Fensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan
untuk mempertahankan derajat kehidupan y*g layak
bagi peserta d,anlatau ahli *^ii".ry. dengan memberikan
penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

1O. Pemberi Kerja adalah orang p"r".or"i["rr, pengusaha,
badan hukum, atau badqn ;d"y" G;;mpekerjakantenaga kerja a.tau penyelenggara negara yang
mempekerjakan pegawai negeri Aingan *"*b"y* 'gajl
upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

ll.Peserta adalah setiap brang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indoneuia" Varrg
telah membayar iural.

12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur
oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.

14. Bantuan luran adalah luran yang dibayar oleh pemerintah
atau pihak lain bagi Pekerja di luar hubungan kerja atau
Pekerja mandiri, yang berpenghasilan rendah dan
memiliki risiko tinggi, sebagai peserta program Jaminan
Sosial Ketenagakerj aan ;

15.Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan
dibayar menurut suatu peqianjian ker;'a, kesepakatan,
atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatrr
pekerjaan danf ataujasa yang telah atau akan dilakukan.



16- Perusahaan adalah :

a- setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik
orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau
milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik
negara yang memperkerjakan pekeq'a/Buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; aiaub. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain
dengan membayar upah dan imbalan daram bentuk
lain.

17. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif,
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuarl peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Pemberi Kerja Selain penyelenggara Negara adalah :

a. Orang, persekutuan atam badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.

19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
wilayah yang berwenang ,.rt rt mengatu. dr' mengurus
y*:* pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, danl
atau hak tradisionat yang"diakui'dan Jirrormati dalam
sistem pernerint4lrql Negara Kesatuan Republik
Indonesia;",', , .. :. :

2o. Pernerintahan Desa', adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan N.gar" IGsatuan Repubtik
Indonesia.

rl A T-)

' *oo*u#*iri'ruJuAN
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pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan
lcuan bagi Pemerintah Daerah dan BpJS Ketenagakerjaan
dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga -kerja 

di
Daerah-

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan
perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah melalui
program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan haritua, program jaminan kematian dan program jaminan
pensiun, sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya secara layak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja
melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :



a.
b.
C.

d.

Jaminan Kecelakaan Kerja {JKK);
Jaminan Hari T\.a (JHT);
Jaminan Kematian (JKM); dan
Jaminan Pensiun(JP).

BAB IV
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:
a. Peserta Penerima Upah; dan
b. Peserta Bukan Penerima Upah;

Pasal 6

(1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a terdiri atas:
a. peke{a yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
b-'pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
c. pekeda yang bekerja pada pemberi kerja selain

penyelenggara negara; dan
d. pekeda yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha

jasa konstruksi.
(2) Peserta penerima .upah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ay,at {.I} huruf a, meliputi :

a. pe-kerja,:,.$elainr,Aparatur Sipil Negara pada perangkat
daerah-,-:'atau u-nit kerja perangkat daerah, yang
upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dq1r-.Belanja Daerah ;

b. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan
L.ayanan,,U,mum:,,, aerah, yang upah/uang jasanya
bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum
Daerah; dan

c' Dekerja':selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha
Miiik Daerah yang,,upah /uangjasanya bersumber dari
Anggaran fl,ad.ah Usaha Milik Daerah.

(3) Pekerja yang bekeda pada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kepala desa selain Aparatur Sipil Negara;
b. sekretaris desa selain Aparatur Sipil Negara; dan
c. perangkat desa selain Aparatur Sipil Negara.

(4) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, meliputi:
a. pekerja pada Perusahaan;
b. pekerja pada orang perseorangan; dan
c. orarrg asing yar:g bekerja di Indonesia paling singkat 6

(enam) bulan.

Pasal 7

Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib :

a. :mendaftarkan dinnya dan pekeqanya sebagai Peserta
kepada BPJS Ketenagakerjaan;



b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota
keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS
Ketenagakerjaan; dan

c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung
jawabnya kepada BPJS ketenagakedaan sesuai dengan
ketentuan perundang-rrndangan.

Pasal 8

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1)
huruf d, meliputi :

a. pekerja harian lepas;
b. pekeda borongan; dan
c. pekerja dengan peqanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 9

Pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ay.at (1) huruf d, meliputi Pengguna
Jasa Konstnuksi ddn Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek
jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawa""rt- pu.d.
Pekerjaan Konstruksi. , ,.-

,Pasa] 1O
:.' .

Peserta bukan penedma upah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf,,b:ruelipe-ti1,r
a. Pemberi Kede;
b. pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
c. pekelja probsi; ,':,; ,:;;:',:

d. penerima Bantuan lur4n.

:. ,,ir: ,1,.. , 
'.t',1'1'."i1,,"'' BAB V.i:. .- PEN|}AFTARAN PESERTA

i:..'' '. : ' Pasal 11

Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan luran,
yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program
BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan
anggota keluarganya sebagai Peserta.
Persyaratan penerima bantuan iuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan
data dinnya dan Pekeqanya berikut anggota keluarganya
secara lengkap dan benar.
Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk pemberi kerja yang bergerak di bidang jasa
konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas,
borongan danf atau musiman wajib mendaftarkan
pekerjanya.

(1)

(2t

(s)

(41



Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1

Pekerja yang Bekerja pada pemerintah Daerah

Pasal 12

Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja
pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh :

a. kepala Perangkat Daerah;
b. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
c. pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
Pendaftaran sebagai Peserta bagi pekerja yang bekerja
pada Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh masing -masing Instansi/Perangkat daerah yang mendaftarkan
mempekerjakan pekerja yang bersangkutan.
Perangkat Daerah/instansi yang telah mendaftarkan
pekerja, wajib melaporkan dan menyampaikan data
secara benar, lengkap dan berkala kepada perangkat
Daerah yang membidangi Ketenagakeqjaan.

Paragraf 2
Peterja lrang Bekerja pada Pemerintah Desa

,..,;.;.,. pasal 13

Pendaftaran seb,q,ge.i peserta bagi pekerja yang bekerja pada
Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala oesa atau penjabat
Kepala Desa.

.t .t:: , 
;,,;.,pafagfaf 3

Pekerjavan'g'B&rja pida pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara

:

(1) Peqdaftaran sebagai: Pqserta bagi pekerja yang bekerja
pada'' ,,*mberi. .. .kqrya', 'selain penyelenggara negara
dilakukan ..''qleh,''rpemberi kerja 

- 
".i.i, penyereng[.r.

negara.
(2) Pemberi Kerja selain penyelen ggara negara yang

memperkerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek
wajib mendaftarkannyasebagai peserta ke dalam program
JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Dalam hal pemberi keqia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) belum melaporkan dan membayar iuran, maka
apabila terjadi risiko terhadap pekedanya, pemberi kerja
wajib memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan baru
kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan
sertifikat kepesertaan dan bulrti pembayaran iuran
pertama program BPJS Ketenagakerjaan.

(1)

(2)

(3)



(2)

(3)

Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang perizinan
kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan
sertifikat kepesertaan dan bukti pembayaran iuran
terakhir program BPJS Ketenagakerjaan.
Pengintegrasian pengurusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2\ dilaksanakan dengan perangkat
Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan Satu Pintu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 16

Pemberi Kerja selain penyeienggara negara dalam
mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjanya wajib
menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi seca_ra
lengkap yang meliputi data dirinya dan data Pekerja beserta
anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran
diterima dari BPJS Ketenagakedaan.

: Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserti Bukan Penerima Upah

Peserta bukan penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya
sebagai pese-rta Program BPJS Ketenagakerj aan.
Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merniliki'usaha atau pekeq'aan lebih dari 1 (iatu), p"".rt
wajib m-encantumkan u-raian kegiatan usaha atau
pekbrjaan,: tel'sebut dalam formulir pendaftaran, paling
banyak 2 (dua)jenis pekerjaan.
Pendaftar4n... gsha$mana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadair, atau
kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan
men gisi formulir pendaftaran.
Peserta buk-r- penerima Upah wajib mengikuti minimal 2
(dua) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni
JKK dan JKM.
Persyaratan pendaftaran bagi Peserta bukan penerima
Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu
Tanda Penduduk (KTP); dan

b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun pada saat
mendaftar.

(6) Peserta penerima Bantuan Iuran didaftarkan untuk masa
Iuran minimal 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

Ketentuan tata cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12,Pasa1 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan
Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan yang berlaku.

(1)

{2)

(3)

(4)

(s)



BAB V
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu
Penganggaran bagi pemerintah Daerah dan

Pemerintah Desa

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa mengalokasikan
anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program
kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (u dapat aiun-rtan
dengan :

a. dirnasukan dala;m komponen gaji atau upab; atau
b. dianggarkan dalam rekening khusus uitania jaminan

so sial ketenagakerj aan.
(3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud

. p€.da ay€t {2} pe--laksryr aa',o,ya sesuai dengan ketentuan
' peraturarr perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Penganggaran bagi pemberi Kerja

.1,,. Sel{q Pen5rglenggara Negara

"-.,::',, Pasalr19

Pernberi ::,'..:,1.ffgrja,r,',i.:i' se'lairlil' penyelenggara negara
mengalokasikan anggaran ietiap -iln.r' untuk
pernhayaran. , ren ,. Program kepada BPJS
Kete:nagakeqja&r}..,,,, ,,;, .

Penganggar€rn Iuran program BPJS Ketenagakerjaan
sebag4im1ry1,q1,{iin*sud pada ayat (1) dapat ditakukan
dengan :

a. dimasukan dalam komponen gaji atau upah; atau
b. diagrggarkan datrar.r* rekening khusus belanja jaminan

so sial ketenagake{aan,
Pemberi $erj" wajib, mengikutsertakan pekerjaan sebagai
Peserta Program BPJS KetenagakerJaan sejak adanya
hubungan kerja.
Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Bagian KeLiga
Penganggaran Bagr pekerja Konstruksi

Pasal 2O

Pimpinan Perusahaan Konstruksi mengalokasikan
|nggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Penganggaran Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (U dapat dil"t ut art
dengan :

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

{2)
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(3)

(1)

(3)

(2) Pemberi kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban
Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

a. dimasukan dalam komponen gaji/upah masing-masing
Pekerja; atau

b. dianggarkan dalam rekening khusus betaqja jaminan
so sial ketenagakerj aan.

Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat \2\ pelaksanaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Pembayaran luran

Pasal21

Perhitungan besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan
tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.

Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yangmenjadi tanggung, jawabnya kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

,' ' 
'.: 

,.rrM,.*lHNASr
. ,..,.:,.,, '..,,Pasal 22

Pemerintah Daerah dan pemberi Kerja bekerja sama
dengan BPJS :.Keienagakerjaan untuk melaksanakan
kegiatan SoiiaIisasi.' ., :: I

Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-
sama atau - sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalarn,'rangka. koordinasi pelaksanaan program Jaminan
sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk rim Koordinasi
Pelaksanaan Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan,
yar^g terdiri:dari udtsur Pemerintah Daerah, pem-*beri icerja
dan BPJS Ketenagakerjaan.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk
dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/ atau
Pemberi Kery'a bidang usaha jasa konstruksi yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
7 dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi administratif
berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
sanksi tidak mendapatkan pelayanan pubrik tertentrryang dikenakan kepada pemberi Kerja selain
penyelenggara negara dan/ atau pemberi Kerja bidang
usaha jasa konstruksi meliputi :

a. penzinan terkait usaha;

t1)

{2}

(3)

(4)

(1)

{21
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b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
d. izir' perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
e. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

(3) Pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik
tertentrr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah atas
permintaan BPJS Ketenagakerjaan, rekomendasi dari
Pengawas Ketenagakedaan, atau Tim Koordinasi
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat (31, adalah :
a. Dinas yang membidangi urusan Pelayanan pet'tzinan

Satu Pintu untuk pemberian sanksi berupa :

1) perizinan terkait usaha.
2| izinyang diperlukan arfa* mengikuti tender proyek;

dan/atau
3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

b. Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan untuk
pemberian sanksi berupa :

L) win mempekerjakan t"rragu- keda asing; dan/atau
2l iztn pefusahaan penyediaj asa pekerj a / buruh.

(21 Permintaaq sebagaig-nana dimaksud dalam pasal 23 ayat
(3) diajl1,Eel' dengan surar tertulis dari BPJS
Keterragake'1jaan atau Pengawas Ketenagakerjaan atau
Tim I Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan kepada Bupati yang ditembuskan
kepada kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Petuajuk,telchis,'terkait Pelaksanaan pemberian sanksi
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23 ayat (3) di
tetap&an.lebih lanjut dengan Keputusan Kepala perangkat
daerah.

. - , Pasal25

sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik
tertentu kepada Pemberi Kerja bukan penyelenggara negara
danl atau Pemberi Keda bidang usaha jasa konstruksi
dicabut apabila :

a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan
Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan
secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial
yang diikutinya didukung surat keterangan dari BPJS,
atau

b. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut
anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan
secara lengkap dan benar didukung surat keterangan dari
BPJS.

t2



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal ZT

Pelaksanaan optimalisasi program Jaminan sosia-l
Ketenagakerjaarr di Kabupaten Barito selatal bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain
yang syah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai beriaku
diundangkan.

pada tanggal

Agar .. setiap or44g mengetahuinya, memerintalkan
qe1au1dansa3 Peraturan Bupati ini oengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Seiatan.

DJtetap, ,,di Buntok
pada.taf,rggal 11" :reiys:ber 2A21

BERITA DAERAH

EDY PURWAITTO

KABUPATBN BARITO

RITO SELATAN,
:)

ED-.D]r.:RAYA SAMSURI

SELATAN TAHUN 2O2l NOMOR 2*
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